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TENTANG
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DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman
pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
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Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau
hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri dan pemerintahan daerah.

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan
memecahkan permasalahan yang sedang berkembang
yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka
menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan
pemerintahan daerah.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori
ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk
meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu
pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan
teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
Perekayasaan adalah  kegiatan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan
rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk,
dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan
keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal,
fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri dan pemerintahan daerah.

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian,
pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan

teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan
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10.

perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan
pemerintahan daerah.

Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk
kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah
melalui proses penerapan, melalui kegiatan
pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan
penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang
sistematis  melalui  pengumpulan, analisis dan
interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan
menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh
rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan
pemerintahan daerah.

Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan,
Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi
Kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama
adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan
pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan
penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan
dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan
dalam negeri.

Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan
guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama
mencakup  aspek  kelembagaan, ketatalaksanaan,
sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

[Imu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang
digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis
dengan menggunakan pendekatan tertentu yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat
kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk
menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala

kemasyarakatan tertentu.
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Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau
produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan
nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan
peningkatan mutu kehidupan manusia.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam
Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang
Kemendagri adalah satuan kerja wunit Eselon I

Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan

fungsi  menyelenggarakan  penelitian, pengkajian,
pengembangan, perekayasaan, penerapan,
pengoperasian, dan evaluasi kebijakan, serta

administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah
Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang
menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi adalah
penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas
dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian,
dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan
manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan
Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan
sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi
kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara
fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi
menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian,
dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan
manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen



